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Abstrak Penelitian ini mengkaji secara mendalam struktur, implementasi, 
dan implikasi hukum dari berbagai akad muamalah yang menjadi landasan 
operasional perbankan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif 
dan studi literatur, dokumen ini membedah anatomi akad-akad utama, mulai 
dari penghimpunan dana (wadiah, mudharabah) hingga penyaluran 
pembiayaan (murabahah, musyarakah, ijarah). Hasil analisis menunjukkan 
bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariat (sharia compliance) tidak 
sekadar mengubah terminologi, melainkan merekonstruksi hubungan 
hukum antara bank dan nasabah menjadi kemitraan yang berkeadilan, 
transparan, dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. 
Kesimpulannya, pemahaman yang presisi terhadap jenis dan syarat akad 
sangat krusial untuk mencegah terjadinya risiko operasional dan sengketa 
hukum di masa depan.Kata Kunci: Akad, Perbankan Syariah, Kepatuhan 
Syariah, Pembiayaan, Bagi Hasil. 
 
AbstractThis study examines in depth the structure, implementation, and 
legal implications of various muamalah contracts that become the 
operational foundation of Islamic banking in Indonesia. Through a 
qualitative approach and literature study, this document dissects the 
anatomy of the main contracts, ranging from fundraising (wadiah, 
mudharabah) to financing distribution (murabahah, musyarakah, ijarah). 
The results of the analysis show that compliance with sharia principles 
(sharia compliance) does not simply change terminology, but reconstructs 
the legal relationship between banks and customers into a partnership that 
is just, transparent, and free from elements of riba, gharar, and maysir. In 
conclusion, a precise understanding of the types and terms of contracts is 
crucial to prevent operational risks and legal disputes in the 
future.Keywords: Contract, Islamic Banking, Sharia Compliance, 
Financing, Profit Sharing. 
 
Pendahuluan Keberadaan industri perbankan syariah secara fundamental 
dibedakan dari perbankan konvensional melalui mekanisme transaksi yang 
mendasarinya. Jika perbankan konvensional bertumpu pada instrumen 
utang-piutang berbasis suku bunga tetap (interest-based), maka perbankan 
syariah beroperasi di atas fondasi hukum perikatan Islam yang dikenal 
dengan istilah akad muamalah. Akad bukan sekadar dokumen administratif, 
melainkan kesepakatan mengikat secara teologis dan yuridis yang 
mendefinisikan hak, kewajiban, serta pembagian risiko secara proporsional 
antara bank dan nasabah. Fondasi ini sangat penting (Ahmad, 2021). 
 
Kepatuhan terhadap rukun dan syarat akad menjadi nyawa bagi keabsahan 
seluruh aktivitas operasional bank syariah. Setiap aliran dana masuk 



  

 

 

An-Najah: Journal of Islamic Economics 

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026 

 
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en 

 

maupun keluar harus memiliki landasan akad yang jelas, terukur wujud 
objeknya, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Oleh 
karena itu, penguasaan anatomi akad merupakan kompetensi mutlak yang 
harus dimiliki oleh para praktisi perbankan, pengawas syariah, maupun 
nasabah demi menjaga kemurnian sistem keuangan Islam. Ketelitian 
sangat dibutuhkan (Siregar, 2022). 
 
Penerapan akad yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai tameng dari 
larangan syariat, tetapi juga menjadi instrumen manajemen risiko yang 
efektif. Dalam operasionalnya, bank syariah menghadapi berbagai risiko, 
termasuk risiko gagal bayar dan fluktuasi nilai tukar. Melalui pemilihan akad 
yang sesuai dengan karakteristik transaksi dan profil risiko nasabah, bank 
dapat memitigasi potensi kerugian secara terukur. Hal ini membuktikan 
bahwa syariat sejalan dengan rasionalitas (Lubis, 2020). 
 
Namun, implementasi akad di lapangan seringkali menghadapi tantangan 
asimetri informasi dan kompleksitas regulasi perbankan nasional. Bank 
dituntut untuk menerjemahkan prinsip-prinsip fikih klasik ke dalam format 
hukum positif yang dapat dieksekusi di pengadilan jika terjadi sengketa. Hal 
ini membutuhkan kecermatan dalam merumuskan klausul-klausul 
perjanjian agar tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 
maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi ahli sangat 
diperlukan (Nasution, 2023). 
 
Dalam konteks pembiayaan, dominasi akad murabahah (jual beli) masih 
menjadi primadona dibandingkan akad berbasis bagi hasil (mudharabah 
dan musyarakah). Hal ini disebabkan oleh risiko moral hazard yang tinggi 
pada akad kemitraan, di mana transparansi laporan keuangan nasabah 
UMKM masih sering dipertanyakan. Meskipun demikian, dorongan untuk 
meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil terus digalakkan guna 
mewujudkan tujuan utama perbankan syariah dalam mendorong 
pertumbuhan sektor riil secara produktif dan berkeadilan. Upaya ini harus 
berkelanjutan (Hakim, 2021). 
 
Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk memberikan kajian akademis yang 
menyeluruh mengenai dinamika dan kompleksitas akad dalam sistem 
perbankan syariah kontemporer. Penulisan ini diharapkan dapat 
menjembatani kesenjangan pemahaman teoritis dan praktis terkait 
metodologi penerapan akad. Dengan mengurai berbagai jenis akad dan 
karakteristiknya, penelitian ini bertujuan untuk mempertegas peran sentral 
akad dalam menjaga integritas operasional bank syariah, serta memberikan 
wawasan konstruktif bagi pengembangan industri keuangan Islam di masa 
depan. 
 
Kajian Teori 
 



  

 

 

An-Najah: Journal of Islamic Economics 

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026 

 
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en 

 

Akad Penghimpunan Dana (Funding) Akad penghimpunan dana 
merupakan tulang punggung ketersediaan likuiditas bagi operasional 
perbankan syariah. Fungsi intermediasi bank sangat bergantung pada 
kemampuannya menarik dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat. Dalam 
praktiknya, bank syariah menawarkan produk tabungan, giro, dan deposito 
yang didasarkan pada prinsip titipan dan kemitraan. Prinsip-prinsip ini 
memastikan bahwa nasabah tidak hanya menitipkan dananya, tetapi juga 
berpotensi mendapatkan imbal hasil yang halal dan rasional sesuai dengan 
kinerja bank. Kepercayaan adalah kunci utama (Rahman, 2020). 
 
Akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dana jangka pendek 
adalah wadiah yad dhamanah, yang diterapkan pada produk tabungan dan 
giro. Melalui akad ini, nasabah menitipkan dananya kepada bank, dan bank 
diberikan izin untuk mengelola serta memanfaatkan dana tersebut untuk 
kegiatan usaha produktif. Bank bertindak sebagai penjamin atas keutuhan 
dana titipan, sehingga nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa 
risiko berkurang. Sebagai bentuk apresiasi, bank dapat memberikan bonus 
yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Fleksibilitas ini sangat diminati (Fauzi, 
2022). 
 
Untuk produk investasi jangka panjang seperti deposito, akad mudharabah 
mutlaqah menjadi instrumen utama. Dalam skema ini, nasabah bertindak 
sebagai penyedia dana (shahibul mal), sementara bank berperan sebagai 
pengelola (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana 
tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal 
kontrak. Akad ini memberikan peluang imbal hasil yang lebih tinggi bagi 
nasabah dibandingkan produk wadiah, namun dengan catatan bahwa 
nasabah juga harus siap menanggung kerugian jika terjadi kegagalan 
usaha. Risiko dibagi bersama (Zain, 2021). 
 
Penerapan akad-akad penghimpunan dana ini menuntut tingkat 
transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pihak bank syariah. Bank 
wajib melaporkan kinerja portofolio investasinya secara berkala untuk 
memastikan bahwa pembagian hasil keuntungan dilakukan secara adil dan 
sesuai dengan realitas bisnis. Selain itu, pengelolaan dana harus dipastikan 
tidak bersinggungan dengan aktivitas ribawi maupun spekulatif, guna 
menjaga kemurnian spiritual dari dana nasabah. Kepatuhan syariah adalah 
prioritas utama (Arifin, 2023). 
 
Akad Penyaluran Dana (Financing) Penyaluran dana atau pembiayaan 
merupakan instrumen strategis bank syariah untuk menggerakkan roda 
perekonomian sektor riil. Berbeda dengan kredit konvensional, pembiayaan 
syariah direpresentasikan melalui berbagai skema akad yang 
mengakomodasi beragam kebutuhan nasabah, mulai dari konsumsi hingga 
investasi. Setiap skema akad memiliki implikasi hukum dan profil risiko yang 
berbeda, menuntut kejelian dari pihak komite pembiayaan dalam 
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menentukan kelayakan setiap pengajuan. Penilaian komprehensif sangat 
diperlukan (Usman, 2022). 
 
Skema pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) mendominasi portofolio 
perbankan syariah karena kepastian margin keuntungan yang 
ditawarkannya. Dalam murabahah, bank membelikan aset yang diinginkan 
nasabah dan menjualnya kembali dengan tambahan margin yang 
transparan. Nasabah menikmati kepastian jumlah cicilan bulanan yang 
tetap hingga lunas, tanpa khawatir fluktuasi suku bunga acuan. Hal ini 
menjadikan murabahah sangat populer untuk fasilitas kredit pemilikan 
rumah (KPR) maupun kendaraan bermotor. Stabilitas ini sangat dihargai 
nasabah (Hasan, 2021). 
 
Selain jual beli, skema kemitraan modal (musyarakah dan mudharabah) 
menawarkan solusi pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM). Akad musyarakah melibatkan bank dan nasabah 
sebagai mitra penyedia modal kerja untuk suatu proyek usaha, dengan 
skema bagi hasil dan rugi yang proporsional. Skema ini sangat relevan 
dengan prinsip keadilan ekonomi Islam, karena bank turut memikul risiko 
bisnis bersama nasabah, bukan hanya sekadar bertindak sebagai rentenir. 
Solidaritas ekonomi tercermin di sini (Ghazali, 2022). 
 
Untuk memfasilitasi kebutuhan penggunaan manfaat suatu aset, akad 
ijarah (sewa) sering kali menjadi pilihan. Varian yang paling inovatif adalah 
Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), di mana penyewaan diakhiri dengan opsi 
perpindahan kepemilikan aset dari pihak bank kepada nasabah. Skema 
IMBT ini memberikan keleluasaan bagi nasabah korporasi untuk 
mendapatkan aset modal tanpa harus membebani neraca keuangan secara 
langsung pada tahap awal. Fleksibilitas ini meningkatkan daya saing 
perusahaan di pasar yang dinamis (Hidayat, 2020). 
 
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi literatur (library research). Pengumpulan data 
difokuskan pada penelusuran dokumen otoritatif yang meliputi Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait akad perbankan, serta berbagai 
artikel jurnal akademik bereputasi yang mengkaji praktik muamalah 
kontemporer. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana 
setiap jenis akad dibedah secara konseptual dan kontekstual untuk 
memahami mekanisme operasional, syarat keabsahan, serta mitigasi 
risikonya di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi 
kedalaman makna dan implikasi yuridis dari penerapan akad tanpa terikat 
pada instrumen pengukuran statistik kuantitatif. 
 
Hasil dan Pembahasan 
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Optimalisasi Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad 
Implementasi akad di perbankan syariah memerlukan mekanisme 
pengawasan internal yang berlapis untuk memastikan kepatuhan terhadap 
ketentuan syariat secara berkesinambungan. Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) memegang peranan vital dalam menelaah struktur draf perjanjian, 
mengawasi prosedur pencairan dana, dan mengevaluasi sistem pembagian 
keuntungan. Proses pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada tahap 
peluncuran produk awal, tetapi juga melalui audit rutin tahunan untuk 
mencegah terjadinya deviasi (penyimpangan) praktik di tingkat cabang-
cabang bank. Konsistensi ini merupakan jaminan utama (Ali, 2023). 
 
Tantangan terbesar dalam menjaga kepatuhan syariah seringkali 
bersumber dari penggunaan akad ganda atau akad bersyarat (ta'alluq) 
dalam satu rangkaian transaksi finansial. Penggabungan beberapa akad 
untuk menyiasati keterbatasan instrumen tunggal dapat memicu 
perdebatan fikih yang kompleks dan berisiko membatalkan keabsahan 
transaksi tersebut. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk sangat 
berhati-hati dan merujuk pada standar fatwa DSN-MUI yang telah mengatur 
batasan-batasan penggabungan akad agar tetap sesuai dengan maqashid 
al-syariah. Kehati-hatian ini adalah bentuk mitigasi (Yusuf, 2021). 
 
Selain itu, aspek transparansi dalam pembentukan margin keuntungan 
(pada akad murabahah) dan penentuan nisbah bagi hasil (pada akad 
mudharabah/musyarakah) menjadi indikator kunci dari integritas 
operasional. Bank syariah wajib memberikan penjelasan yang mendetail 
mengenai struktur biaya dan skema perhitungan keuntungan kepada 
nasabah sebelum akad ditandatangani. Transparansi informasi ini 
bertujuan untuk menghilangkan unsur gharar (ketidakpastian) serta 
meminimalisasi potensi sengketa dan rasa ketidakpuasan nasabah di masa 
yang akan datang. Komunikasi yang baik sangat penting (Nugroho, 2020). 
 
Dalam konteks penyelesaian wanprestasi atau gagal bayar, kepatuhan 
syariah juga terefleksikan pada perlakuan bank terhadap nasabah yang 
mengalami kebangkrutan. Berbeda dengan bank konvensional yang secara 
agresif mengenakan bunga majemuk, bank syariah dilarang keras 
membebankan tambahan finansial (riba) atas keterlambatan pembayaran. 
Solusi yang ditawarkan umumnya berupa restrukturisasi utang, 
perpanjangan masa angsuran, atau opsi penjualan agunan secara 
kekeluargaan untuk melunasi sisa pokok utang tanpa membebani nasabah 
lebih lanjut. Pendekatan ini sangat manusiawi (Sari, 2021). 
 
Edukasi literasi keuangan syariah kepada nasabah juga menjadi faktor 
penentu keberhasilan implementasi akad secara menyeluruh. Banyak 
nasabah yang masih menganggap bank syariah sekadar "label" tanpa 
memahami filosofi berbagi risiko yang melekat pada produknya. 
Peningkatan literasi akan menciptakan nasabah yang rasional, yang 
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mampu membedakan karakteristik produk syariah dengan konvensional, 
serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap ikatan akad 
muamalah. Nasabah yang teredukasi adalah aset (Wijaya, 2022). 
 
Inovasi dan Pengembangan Akad Kontemporer Pesatnya 
perkembangan industri keuangan modern memaksa bank syariah untuk 
terus berinovasi dalam mengembangkan skema akad yang lebih adaptif. 
Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah implementasi Musyarakah 
Mutanaqisah (MMQ), sebuah hibrida antara akad kemitraan dan sewa. 
Skema MMQ memberikan fleksibilitas tinggi bagi nasabah KPR untuk 
memiliki porsi kepemilikan aset secara progresif. Inovasi ini dianggap lebih 
mencerminkan keadilan substansial dibandingkan murabahah klasik, 
karena bank dan nasabah berbagi risiko fluktuasi nilai aset secara lebih 
proporsional. Terobosan ini sangat diapresiasi (Kurniawan, 2023). 
 
Seiring dengan tren digitalisasi perbankan, implementasi akad juga 
bertransformasi ke dalam format elektronik (e-contract). Tanda tangan 
digital, verifikasi biometrik, dan persetujuan syarat ketentuan secara daring 
kini telah menjadi standar baru dalam layanan pembukaan rekening dan 
pengajuan pembiayaan mikro. Transformasi digital ini menuntut 
penyesuaian regulasi syariah, di mana fatwa DSN-MUI telah mengesahkan 
keabsahan ijab kabul melalui media elektronik asalkan memenuhi unsur 
keamanan dan kepastian identitas para pihak. Teknologi mendukung 
syariat (Putra, 2021). 
 
Selain itu, perbankan syariah juga mulai mengintegrasikan instrumen 
filantropi (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) ke dalam model bisnis 
operasionalnya. Melalui produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), bank 
syariah mampu menghimpun dana wakaf tunai secara produktif. 
Keuntungan bagi hasil dari deposito wakaf tersebut kemudian disalurkan 
untuk program-program pemberdayaan sosial, sementara dana pokoknya 
tetap utuh dan dijamin keamanannya oleh bank. Integrasi ini memperkuat 
dimensi sosial ekonomi perbankan Islam. Dampak positifnya sangat nyata 
(Tanjung, 2021). 
 
Pengembangan produk sindikasi pembiayaan untuk proyek infrastruktur 
berskala nasional juga menjadi area strategis bagi penerapan inovasi akad 
syariah. Bank-bank syariah saling berkolaborasi untuk menyuntikkan modal 
pembiayaan dengan memadukan akad ijarah (sewa) dan istishna (pesan 
buat). Kompleksitas proyek infrastruktur membutuhkan arsitektur kontrak 
yang sangat presisi guna memitigasi risiko keterlambatan konstruksi dan 
potensi pembengkakan biaya operasional di masa depan. Kolaborasi 
strategis ini menunjukkan kematangan industri perbankan syariah. 
Kapasitas bank semakin meningkat (Nawawi, 2022). 
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Pada akhirnya, kapasitas inovasi akad ini akan sangat bergantung pada 
ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Industri 
perbankan syariah membutuhkan talenta hibrida yang memiliki 
pemahaman mendalam tentang hukum fikih muamalah kontemporer 
sekaligus menguasai literasi finansial makro dan analisis risiko kredit 
modern. Sinergi kepakaran lintas disiplin ini adalah prasyarat mutlak untuk 
menghasilkan produk perbankan syariah yang kompetitif, aman secara 
yurisprudensi, dan mampu menjawab berbagai tantangan volatilitas 
ekonomi global. Investasi pada pengembangan SDM harus diprioritaskan 
(Ramadhan, 2020). 
 
Kesimpulan Berdasarkan seluruh rangkaian kajian yang telah dipaparkan, 
dapat disimpulkan bahwa akad merupakan instrumen hukum dan teologis 
yang sangat krusial dalam menopang eksistensi sistem perbankan syariah. 
Keberagaman jenis akad—mulai dari wadiah, mudharabah, murabahah, 
hingga musyarakah—memberikan fleksibilitas operasional yang luas bagi 
bank untuk memfasilitasi kebutuhan likuiditas, konsumsi, dan investasi 
nasabah. Namun, keunggulan komparatif ini hanya dapat direalisasikan 
secara optimal jika bank konsisten menerapkan pengawasan kepatuhan 
syariah yang ketat, transparan dalam menetapkan struktur biaya, dan terus 
berinovasi merespons tantangan digitalisasi. Sinergi antara keotentikan 
syariat dan modernitas layanan inilah yang akan memosisikan perbankan 
syariah sebagai pilar utama ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan 
tangguh di masa mendatang. 
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